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P;nelilian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan
L11s_.p d:-ol<r""| dao efellivitas pemilukada oleh penyelenggara pemilu yaituKPUD. Sec?rl khusus, tujuan penelitian ini dirnaksudian ,rrrtrk 
-"ng*utiri,independensi KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daemh din v"akil
kep:la daerah tahun 2010 di Gowa; menganatisis imparsiatiias KpU Gowa dalam
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil lepala daerah tahrm 2010 di
Go*.1j. da1 mcnganalisis profesionalisme KpU Gowa dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dan rakil kepala daerah tahua 2010 di Gowa.
penelitian ini diharapkan dapat memberi perkembangan baru
bagi.ilmu admini$"si publik dalam kajian evaluasi kebijakan publik kiususnya
kebijakan yang mendukung pembangunan demokrasi terkait pelaksanaan
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan memberikan
kontribusi berupa rekomendasi bagi perbaikan kinerja KpU dan KpUD sebagai
rynye,lenggla Pemilu untuk dapat melaksanakan pemilukada yaog tebihdemokatis dan efellif
. 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancaE secara rnendalam dan terstuktur/oczs Group Discussion(FGD), dan dokumentasi. Analisis data hasil pencatatan secam sistematis daripelaksanaan pengumpulan data akan disajikan sebagai temuan hasil penelitian.
Seluruh data yang diperoleh akan dilakukan sesuai hgkah-langkah y-g t""diri
fq wgap*a" &14 reduksi dat4 member cL""*, 
"kftasl-autu, pe;*ikankesimpulaq dan keabsahan data
-Luaran dari penelitian disertasi doktor ini adalah: disertasi yangpendapStkal pe$etujuan perrbimbing dan publikasi ilniah pada jumal
T"":a.si"4. Selain itu, diharapkan pula igar hasil penelitian ini dapatdisosialisasikan melalui seminar nasional yang memberikan iontibusi pemikiran
baru bagi mahasiswa mengenai Ilmu Administrasi publik dalam kajian demokrasi.
SUMMARY
This study aims to examine and analyze the effectiveness of the
application of the principles of democracy and election by election o.g;o, thu,
the Election Commission . In particular 
, the purpose oftlis study is"inte;;d to
analyze the independence of the Election Commission h the im;f"-*tutio" ofGowa.local elections and deputy regional head in Gowa 20t0; analyze Gowa
rrhpartEtrty of the Commission in the implementation of the tegionaL head anddeputy regional head in 2010 in Gowa, and analyze professioialir. l"'Co*uCommission implementation of the regional head and deputy regionaf Lad in2010 in Gowa.
The benefits of this research are expected to provide a new developmentfor the 
_science of public administralion in the evaluation.t af 
"f p"UfJ plii"y,especially^policies that support the development of democracy i"g*aiig tfr"
conduct of elections of regional heads ard depury heads of regions *i 
"""frU,"to the recornmendations for improving the p".fo.m-ce of tie Comrns;i; and
the lllection Commission as the election organizers in order to implement Election
is more demoqatic and effective.
. 
Data collection techniques used in this study is the observation, io_depth
ard sbuctued inrerviews. focus group discussionsi FCD ).an;;;;;;;;;or.Data analysis results in a systematic recording of the execution of the data
collectoo wii be presented as a result ofresearch findings. All data obtained will
be caried-out according to the steps comprising the dataixposure, a"tu iJo"trora
member check, verification ofdat4 drawing conctus;ons, ana vaijiry 
"frl" a""
Outcome of this doctoral disserration rcsearch are: the dissertation
supervisor approval and scientific publications in intemational j""-a".'fi1
addition, it is also expected that the results ofthis res"*"t 
"- 
U" &r""*lrrut"O
through national seminars that contuibute new ideas to the students uUoot tt e stoay





Pada bulan Juni 2005, melalui pengesahan UU No.32 tahun 2004 tentang
Pemedntahan Daerah, yang salah satu unsur di dalamnya mengatur tentimg
pemilihan kepala daerah seoam langsung, maka bulan Juni 2005 menjadi sejarah
pertama pelaksanaan Pilkada langsung. Setelah pelaksanaan pilkada pada tahun 2005,
rnaka pada tahun 2010 menjadi mom€ntum periode kedua pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Setelah disyahkannya UU
No.27 tahun 2OO7 tflfiang Penyelenggara pemilu dan menjadikan pilkada sebagai
bagian dari Pemilu maka istilah Pilkada berubah menjadi pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada).
Meskipun Pemilukada telah memasuki periode kedua pelaksanaannya atau
s€tara dengan sepuluh tahun, namun temyata dalam pelaksanaan tahapan pemilukada,
tetap dit€mukan sejurnlah persoalan. Jika permasalahao pemilukada 2010
diinventarisir, maka secara umum tahapan yang berrnasalah adalah masalah
pemutakhiran data pemilih yang menimbulkan persoalan Daftar pemilih Tetap
(DPT), tahap pedcalonan, tahap pengadaan dan distribusi logistic, tahap pemungutan
dan penghitungan suar6, serta tahap penetapan dan pelantikan calon terpilih.
Dari beberapa permasalahan dalam pemilukada tersebut dapat dilihat dari
kecenderungan maxaknya tuntutan dari berbagai pasangan calon yang harus diproses
oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sepuluh (10) kabupaten dari 23 kabupaten/kota di
Sulawesi Selatan yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2010, seluruhnya
harus menghadapi persidangan karena adanya gugatan di MK. Salah satu daerah
yang penyelengganan Pemilukadanya digugat melalui MK maupun pTuN adalah
kabupaten Gowa. Untuk Pemiukada Gowa, bukan saja harus menghadapi gugaran
tersgbut, melainkan KPU Gowa harus pula menghadapi sidang Dewan Kehormatan
(DK) sebagai akibat dari adanya laporan masyarakat atas dugaan p€langgaran Kode
Etik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari KpU Sulsel, pada sidang pelanggaran
Kode Etik Penyelengga.a Pernilu untuk KpU Gowa, diduga melakukan pelanggaran
terutama atas tiga pasal. Pefiama, KpU Gowa diduga melanggar pasal l0 ayat 4 UU
No.27 tahun 2007 tentang Peny€lenggara pemilu. Kedu4 diduga melanggar pasal 60
UU No,l2 tahun 2008 tentang pe.ubahan Kedua terhadap UU No,32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dugaan pelanggaran ketiga adalah pada peraturan
KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata'Cara pencalonan
Pemilihan Kepala Daerah dar Wakil Kepala Daerah.
Dugaan pelanggaraan terhadap pasal l0 UU No.27 tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu tersebut berkaitan dengan asas independensi, imparsial, dan
profesionalisme penyelenggara. Dapat dilihat bahwa bunyi pasal tersebut adalah
keharusan bagi KPU dan KPTID untuk memperlakukan peserta pemilu dan pasangan
calon secara adil dan merata. Ini adalah substansi dari asas impamial. pasal ini juga
menyebutkan bahwa KPU dan KPUD harus menyampaikan semua informasi
penyelenggaraan Pernilu kepada masyarakat. Asas ini merupakan salah satu bentuk
profesionalisme penyelenggara pemilu. Dengan demikian, jika KpU Gowa sebagai
penyelenggara Pemilukada yang seharusnya bersikap independen, imparsial, dan
kompeten tersebut dibefientikan karena adanya keputusan Dewan Kehomatan,
maka menarik untuk mengkaji ketiga hal te6ebut.
Melalui sudut pandang adminishasi, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip
penyelenggaraan Pemilukada Gowa 2010 tersebut merupakan amanat kebijakan yang
secara simbolik melgatur perilaku masyarakat terhadap penghormatan akan nilai_
nilai demolcasi. Argumentasi tersebut, secara kritis hendak menyatakan bahwa
sesungguhnya, penyelenggaraan tugas dan ftngsi K?U Gowa sebagai institusi
demokasi, berada dalam fluktuasi situasi yang kompleks yakni,
mengimplementasikan produk kebijakan (adminishasi publik) yang mengamanatkan
substansi politik sekaligus. Hal mana, menurut Lev Kuleshov (1917) da4t
menciptakan suatujir*rraposisi. Jukstaposisi ini dapat diamati melalui jeqjang urutan
langkahJangkah dalam determinan implementasi kebijakan, yang memiliki
keterkaitan satu sama lain dengan substaNi kebijakan yang jushu sangat potensial
menciplakan perlawanan makra terhadap implementasi kebiiakan itu sendiri.
1.2. Rumuser Mssalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan penglitian ini, maka dirumuskanlah
masalah penelitian ini yaitu demokatisasi KpU Gowa pada pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Adapun pertan5raan penelitian yang diajukan,
sebagai berikut:
l. Seberapa jauh prinsip independensi diterapkan oleh Komisi pemilihan Umum
Daerah (KPIID) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah kabupaten Cowa tahun 2010?
2. Seberapa jauh prinsip imparsial diterapkan oleh Komisi pemilihan Umum
Daerah (KPIID) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah kabupaten Gowa tahun 20 I 0?
3. Seberapa optimal kompetensi anggota Komisi pemilihan Umum Daerah
(KPUD) dalam meiaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daemh di kabupaten Gowa tahun 2010?
BAB 2
TINJAUAT\ PUSTAKA
Mengkaji tentang pemilu sebagai wujud pelaksanaan prinsip demokrasi dan
penerapan regulasi oleh penyelenggara pemilu yaitu KpUD, maka dibutuhkan
berbagai pustaka yang dapat memperkaya wawasan. Gagasan_gagasan yang penting
untuk dikemukakan adalah yang t€rkait dengan prinsip-prinsip Tata Kelola
Pemerintahan (Good Gotenarce), Demokrasi dalam pemerintahan dan Kebijakal
Publik, Pemilu sebagai Wujud Demolcasi penyelenggaraan Negara, dan
Penyelenggara pemilu yang Demokraris,
2.1. Tata Kelola pemerintahan Demokr.atis
Gagasan mengenai demokrasi telah dikenal sejak awal dalam peradaban
Yunani seLitar penghujung abad V sebelum Masehi. Demokrasi rtar demokratia
merupakan ungkapan dari kata demos yang sinonim dengat kata popxlous yang
mengandung arti ,iakyat,, dan kratia yang berarti pemerintahan atau wewcnang.
Dengan demikiran, demohasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.
Dasat hukum good govemance pada institrrsi peme.intahan menurut patriadi
QOO4), pertana adalah TAP MpR No. VILMPR/2001 tentang penyelenggaraan
Negara yang Baik dan Bersih, yang mencakup: (l) temujudnya penyelenggara€n
negao yang profesional, t ansparan, akuntabel, memiliki hedibilitas dan bebas KKN;
(2) terbenh <rlya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan
dan aspirasi rakyat diseluruh wilayah negara, termasuk daerah terpencil dan
perbatasaD; (3) berkembangnya transparansi dalam budala dan perilaku seria
ahivitas politik dan pemerintahan. Kedua pp No. I Tahun 2000 tenrang
Pemerintahan yang bailg berisi antara lain: (l) kepemerintahan yang mengembangkan
da. menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparfisi,
pelayanan prima; (2) demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan diterima
oleh seluruh masya€kat.
Untuk membangun pemerintahan yang demokratis dibutuhkan adanya akses
yang memungkinkan ketedibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-prcses
pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu
prasyarat bagi demokrasi yang kuat, sekalipun diakui bahwa demokrasi mengizinkan
berdirinya pengelompokan dan organisasi-organisasi yang memiliki ide dan sikap
yang jushu bertentangan dengan perdamaian, toleransi, dan prinsip-prinsip demokasi
itu sendiri.
Panegakan konsep good govemance pada institusi pemerintah memerlukan
action plan atau agenda pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepem€rintahan
yang baik. Menurut Tjokoamidjojo dalam P?atadi, (2004: 79), ada 5 (lima) agenda
yang harus dilaksanakan, yaitu: (i) perubahan sistem politik ke arah sistem politik
yang demolsatis, pa.tisipatif dan egalitarian; (ii) reformasi dalam sistem birokasi
militer (TNI), dimana kekuatan militer harus menjadi kekuatan yang profesional dan
indepekdent (iii) reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada
peningkatan profesionalisme birokmsi pemerintah; (iv) reformasi pemerintahaan yang
juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desetrtralisasi; (v)
menciptakan pemerintahan yang bersih (c/ean gotemment). Untuk itu semua aparat
institusi pemerintahan (birokrasi) perlu dipikirkan secara manusiawi berkaitan dengan
wealfare system, manpower planning dan penegakan hukumnya.
Demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi harus didukung dan dipertahankan
lewat sistem-sistem akuntabilitas demolcatis. Untuk mendukung akuntabilitas demi
tercapainya demokrasi, melalui sebuah Forum untuk Reformasi Demokatis yang
digagas oleh Intemational Instit te fol Democracy and Electoral Asistance
(IIDEA), diajukan terbentuknya 5 (lima) pnnata, yaitu: ombudsmarq pemerika
umum, komisi pemilihan yang independen, komisi hak asasi manusia, dan komisi
fiskal dan keuangan.
22. Demokrasi dalam Pemeritrtahan dan Kebijakan publik
Demokasi secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yakni Demoklatia.
Demokasi berarti mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang
kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan.
Pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi merupaka[ salah satu kebijakan
yang diambil oleh pemerintah dan legislatif. Menuut palazzolo (2005), salah satu
cai:a untuk mengukur kapasitas pemilu adalah menentukan atau menetapkan regulasi
ltng memenuhi standar-standar teknis pemungutan suara ya[g mengakomodir hak-
hak masyarakat sebagai pemilih.
Tilly (2007) menyatakan, terdapat 4 (empat) pemahaman publik akan
demokasi. Keempat pgmahaman itu berdampak pada perbedaan penafsinn dan
implementasi pemerintah suatu negara dalam mengadopsi konsep demokasi,
Keempat definisi mengenai demokasi itu terdiri atas : Demokasi secara
Konstitusional (constitutional): Demokasi secara Substantif (substafifue);
Demokasi secara Prosedural (procedurol); dan Demokmsi secara Orientasi proses
Q)rocess-oriented).
Titik perhatian pada pemilihan umum ini krusial, oleh sebab lewat prosedur
teNebut perubahat kebijakar dan personil pemerintahaa akan terjadi. Jika prosedur
pemilihan umum tidak mengandung nuansa kompetitif, penganut aliran procedural ini
menganggap suatu negam tidaklah demokmtis. Ini misalnya terjadi di pemilu_pernilu
Iadonesia era Orde Baru. Pemilu-pemilu yang terjadi tidaklah komperitif oleh sebab
legara ikut serta dalam pemilu lerrat salah satu kontestannya.
Suatu organisasi bemarna Freedom House mengkategorikan, prosedur dari
sratu demohasi adalah : Sistem politik multipartai yang kompetitif; Hak pilih
universal bagi orang-orang dewasa; Adanya pemilu periodik yang mengandung asas
langsung umum, bebas, dan rahasia; dan Warganegara dapat mengakses informasi
seputar partai politik yang ikut bersaing secara terbuka.
Problem utama yang kerap muncul dalam suatu demolcasi adalah peran
negara. Cukup banyak negara yang termasuk demolcatis, menurut salah satu dari
keempat penge.tian tersebut, yang monemui hanbatan dalam menjalankan
pernerintahannya. Di jaman modem sekarang ini, hampir semua negara mengklaim
m€njadi penganut paham demokrasi. seperti diketahui dari penelitian Peaslee (1950:
8), dari 83 UUD negara 
- 
negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negaru yang
konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan mkyat (90 pe$en).
23. Pemilihatr Umum sebagai Wujud Demokrasi Penyelelggaraan Negara
Sebuah pertanyaan diajukan oleh Surbakti (2008: 9-10) mengenai demokasi
yang dipilih me[jadi salah satu pilar penyelenggaraan negara. Menurutnya, jawaban
atas pertanyaan ini membawa kita pada apa dan di mana letak pentingnya demokrasi
sebagai suatu sistem p olitik, Pertqma, demokasi mencegah tumbuhnya pemerintahan
oleh kaum otokBt yang kejam dan licik Kedua, demokasi menjamin sejumlah hak
asasi bagi warga negar4 yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak
demokratik. Ketiga, dernolaasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi
warga negara dadpada altematif lain yang memungkinkar Keempat, demokra"si
membanlu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. Kelittlq, hanya
pemerintahan yang demokatik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besamya
bagi warga negara untuk menggunakan k€bebasan menentukan nasibnya sendiri,
yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri. Keenam, hanya pemerintahan
dernokatik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besamya untuk menjalankan
unggungjawab moral, temasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan kePada rakyat
yang menjadi konsituten. Ketujuh, demoktasi membantu perkemba[gan manusia
lebih total daripada altematif lain yang memungkinkan. Kedelapan, hnya
p€rnerintah yang demokatik yang dapal membantu perkembangan kadar persamaan
politik yang rclatif tin ggi. Kesetubilan, regara-negara demokasi perwakilan modem
ddak pernah berpe.ang satu sama lain. Kesepuluh, negara-negam dengan
p<merintahan yang demokatik cenderung lgbih makmur daripada negara-negara
dagan pemerintahan yang tidak demokatik'
Pemilihan umrlm adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilsksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi4 jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar
licTard Republik hdonesia Tahun 1945 (Pasal I angka I Undang-undang Nomor l0
Tahun 2008). Pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Indonesia terdiri atas
riga jenis, yaitu (l) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kot4 (2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (3)
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daemh'
Pemilihan umum menului pe6pektif kontrol rakyat merupakan komunikasi
polirik atau aktivitas penyampaian pesan (nessages) untuk memilih pemerintahan'
bokan untuk mengomunikasikan kebijakan atau memberikan mandat untuk membuat
lrogr-am tertentu.
Menurut Supriyanto QOOT| 23) dalam pengantamya, terdapat sejumlah
gndar yang dikenal secara intenasional, yang menjadi tolok ukur demokatis atau
tllak demokratisnya sebuah pemilu. Standar intemasional ini menjadi syalat minimal
bagi kerangka hul,:um untuk menjamin pemilu yang demokalis' Mengutip gagasan
fuiIDEA (I stitute for Denoctacy dnd Electoral Assislance)' tetdapat indikator dari
ssndar intemasioral yang meliputi 15 (lima belas) aspek, yaitu: Pen]'usunan
kerargka hukum; Pemilihar sistem pemilu; Penetapan daerah pemilihan; Hak untuk
ursrnilih dan dipilih; Badan penyelenggara pemilu; Pendaffaran pernilih dan daftar
p€ddlih; Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; Kampanye pemilu yang
dernokratis; Akes ke media dan kebebasan berekspresi; Pembiayaan dan
p.ngeluaran; Pemungutan suara; Penghitungan dan rekapitulasi suara; Peranan wakil
pdtai dan kandidat; Pemantauan pemilu; dan Penataan dan penegakan peraturan
pernilu
Kelima belas aspek tersebut saling terkait dan secara bersama-sama rnenjadi
faktor penentu tersel€nggaranya pemilu yang demokatis. Dengan demikian, jika
aerdapat satu aspek yang berjalan kuang baik, maka hal itu akan memengaruhi aspek-
aspek yang lain, sehingga secara keseluruhan akan berdampak pada kualitas pemilu.
Salah satu pendekatan untuk menunjukkan relevansi demokasi dengaur
pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi
er'arga negam dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. pendekatan ini
membedakan status demokrasi pada empat tingkat yang berbed4 yaitu demokasi
pmsedural, demokrasi agegatif, demokasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris.
2-4. Peuyelenggara Pemilu yang Demokratis
Setiap lembaga atau organisasi, dalam aktivitas kesehariannya untuk
p€ncapaian tujuan lembaga atau organisasi mengandalkan pada kineda karyawan atau
pegawai. Pada kondisi ini, maka sebuah lembaga atau organisasi diharapkan
memiliki sumber daya-sumber daya yang handal. Surnber daya dimaksud tentu saja
ter*ait dengan sumber daya manusia dan pendukungnya. Komisi pemilihan Umum
ffPLI) merupakan sebuah lembaga negam yang dalam aktivitasnya helibatkan unsur
independen dalarn keanggotaan KIU dan KPIID s€rta p€gawai legeri sipil dalam
strultur organisasi kesekretariatannya.
Dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya sebagai Penyelenggara
Pemilu, KPU menerapkan 12 (dua belas) asas, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian
hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efeklivitas. Kedua belas
asas tersebut melengkapi kedudukan dan susunan organisasi LPU yang bersifat
nasional, t€tap, dan mandiri. Sifat nasional, dalam hal ini mengandung makna bahwa
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KPU secara stuktural berjenjang atau hirarkis. Hal ini menjadi landasan dibentuknya
KPU P.ovinsi dan KPU Kabupater/kota.
Untuk penatala.ksanaan organisasi KpU disusunlah tata kerja yang berupa
p€ngaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggung;awaban kerja,
yang berlaku untuk Pemilu Anggota DpR, DpD, DPRD, dan pemilu presiden dan
Wakil Prcsiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).
Beberapa asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demohatis, tertuang
dalam pbrundang-undangan dan regulasi KpU, penjabaran asas demokasi tarnpak
dalam visi dan misi KPU. Dalam visi KpU lercantum bahwa visi KpU adalah
ter*ujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan Umum yang
memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptaoya
demokasi Indonesia yang berkualiks berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam
wadah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Visi tersebut, selanjutnya diperkuat
pula dengan adanya misi KpU, yaitu :
l. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kedibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae.ah, Dewan perwakilan
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil presiden sertra Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah secara langsung, urnum, bebas, rahasi4 jujur, adil,
akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efellif;
4. Melayani dan memperlahrkan setiap peserta Pemilihan Umum secara
adil dan setara, seda menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. M€ningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpaftisipasi aLtif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyaratat Indonesia yang
demokmtis,
Jika pada proses persiapan Pemilu Tahun 2004, kelembagaan KpU diatur
dalam UU No.l2 Tahun 2003, maka untuk persiapan Pemilu 2009 k€lembagaan KpU
setagai penyelenggara ditetapkan melalui Ltu No.22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu. Penrbahan UU ini berimplikasi pada berubahnya jumlah
petsonil KPU. Untuk keahggotaan KPU berjumlah 7 orang sedangkan KpU provinsi
da KPU Kabupaten/kota berjumlah 5 omng.
Unft < penatalaksanaan organisasi KPU disusunlah tata ke{a yang berupa
p.ogaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja,
1)
-ia!g berlaku untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan
i\ akil Presiden, serta Pilkada.
Secara hi.arkis, KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki karaktedstik
iepemimpinan dan budaya organisasi tersendiri. Hal ini menjadi sesuatu yang
menarik untuk dijadikan sebuah kajian ilmiah. Kepemimpinan dalam kebiiakan
:eriadi manakala individu atau kelompok memusatkan perhatian pada issu atau
:rasalah dan mengangkatnya ke agenda publik, mendorong terciptanya aksi-aksi
solaboratif dan terpusat oleh para stakeholder untuk mengatasi issu tersebut, dan
nenjalankan aksiaksi berkesinambungan dalam implementasinya. Seorang
srnimpin kebijakan dalam konteks kebijakan publik terkait adalah orang yang dapat
ienstimulasi aksi-aksi kolektif terhadap sasaran tertentu manakala tidak ada satu
:rilnsi atau kewenangan hukum lainnya yang memiliki kekuatan sumberdaya,
:€ngaruh, atau kewenangan ]1ang memadai-urttuk menetapkan solusi umumnya.
Terkait dengan penyelenggara pemilu, Birch (2007: 2) menuliskan bahwa
&Jarn penglitiannya mengenai kecenderungan sistem penyelenggara pemilu yang
j:berlakukan di 24 negara pecahan Uni Sovyet, maka mengutip Lopez-Pintor (2000),
Birch menyajikan data bahwa 53 persen penyelenggara pemilu adalah merupakan
refnbaga ifldependen, 20 persen dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara,
can 27 persen dilaksanakan oleh pemerintah namun di bawah pengawasan lembaga
lodpemerintah. Melihat kecenderungan tersebut, Birch menjelaskan pula bahwa
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berdasarkan temuannya, pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga indgpenden jauh
lebih menghasilkan pemilu yangjujur dan adil,
Mengenai penyelenggara pemilu yang efektif dan demokatis, Baxter (1997:
l-13) mengajukan tiga prasyarat untuk memenuhi kiteria pemilu yang efektif dan
demokatis, yaitu idependensi, imparsial, dan kompetensi penyelenggara pemilu.
Dijelaskan.oleh Bfiter bahwa komisi pemilihan umum terbagi ke dalam 2 tipe. Tpe
p.ertama adalah KPU yang dirancang sebagai organisasi di narna KPU bertindak
sebagai pembuat atau pen]'usun kebijakan yang secara administratif memiliki
kelnatan dukungan sumber daya dari para pegawai. Tipe kedua adalah pua
penyelenggara pemilu yang secara aldif dalam kesebadannya bertindak sebagai
pelaksana administmsi kepemiluan. Berdasarkan pada penelitiannya terkait pemilu di
Aiiika, Ba{er mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pemilu selalu saja terdapat
c€lah yang memungkinkan pemilu terselenggara secara tidak demokatis dan tidak
efektif. Berangkat dari temuan-temuan penelitiannya, maka Ba\ter mengajukan tiga
karakteristik fundamental yang berbasis pada sistem manajemen penyelenggaraan
pemilu.
Menelusuri tiga karakteristik fundamental pemilu yang demokatis dan efeLlif
nenurut Ba{ter (1997: 1-13), maka gagasan tersebut terdiri dari:
a. Independensi (Independence): yaitu kebebasan penyelengga.a pemilu untuk
bebas bertindak dan melakukan tindakan yang bemsas pada kepentingan
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b.
pemilih (roleru) dan bukan berdasarkan pada kepentingan partai ataupun
kaodidat tertentu. Karakteristik ini bertujuan ultuk membangun kepercayaan
sehingga semua unsur dapat menghargai (respecl) proses dan hasil (result)
pemilu.
Imparsialitas (inpafiiality): serupa dengan independensi, kara.Lleristik
imparsial juga be(ujuan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap
penyelenggara pemilu. Secara umum, penyelenggara pemilu selayaknya
terdiri dad individu yang menjunjung tinggi prinsip imparsial sehingga
mereka dapat berlaku adil dan mernberikan keseimbangan&esetaraan. Untuk
memperoleh kepercayaan dari parpol maupun masyarakat, penyelenggara
pemilu harus menempkan hukum dan regulasi secara konsisten dan
terkendali.
Agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan prinsip imparsial, maka prosedur
setiap tahapan harus disampaikan secara tmnspa.an kepada palpol dan
publil/masyarakat-
Kompetensi (co pelence)i sebuah lembaga penyelenggara yang independen
dan imparsial tidak akan bermakna jika masih terdapat pemilih yang tidak
terdaftar, lolosnya kandidaVcalon yang tidak berkualilas, tidak terlaksananya
pelatihan teknis pemilu, ataupun pemungutan suara yang bergeser dari jadwal.
Masyarakat dan parpol harus dapat menjadi saksi bahwa penyelenggara
pemilu memiliki kapabilitas unhrk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya. Pelaksanaan tahapal pemilu yang tidak sesuai jadwal, kerancuan
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dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas operasional oleh para pegawai di
KPU, rendahnya komunikasi dan dialog antara penyelenggara pemilu dengan
parpol dan media, ataupun hal-hal lainnya yang kurang terorganisir dan tidak
dikomunikasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dapat
menimbulkan ketidekefektivan kinerja penyelenggara pemilu.
Lebih jauh lagi, Baxte. (1997t 1-13) secara implisit memberikan beberapa
batasan yang rnelingL:upi ketiga indikator, yaitu independensi, imparsialitas, dan
kompetensi.
l) Fokus Independen
Baxler (1997) memberikan batasan bahwa independensi penyelenggara
pemilu seharusnya: bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah/elit
politik dalam pembentukannya; keanggotaannya tidak melibatkan individu
yang terlibat dengan panai politik; lembaga penyelenggara pemilu memiliki
shuktur yarg berjenjang/ada di setiap tingkatan; dan keanggotaannya terbuka
pada keragaman latar belakang pekerjaan.
Fokus Imparcial
Ada dua aspek menurut B,lxter (l99jt 11-12) yang terkait dengan
imparsialitas penyelenggara pemilu, yaitu: menerapkan hukum dan aturan
pemilukada secara adil dan merata kepada pesefa pemilukada dan konstituen
pemilukada; serta memperlakukan peserta pemilukada dan masyarakat setara




Baxter (1997: 12-13) menekankan bahwa kompetensi peryelenggara pemilu
yang demokratis dan efektif mensyaratkan: terlaksananya pelatihan-pelatihan
teknis bagi penyelenggara pemilukada; adanya informasi bagi publik
mengenai tahapan pemilukada dan sistem pemilukada; tersedianya pendidikan
pemilih terkait teknis pemilukada yang ditujukan kepada masyarakat sebagai
pemilih; dan secara berkala dilakukan pelaporan mengenai tahapan
pemilukada,
25. Studi Pendahuluan
Untuk mendukung pelaksanaan penelitiao mengenai demokmtisasi
penyelenggaraan pemilukada di Gowa tahun 2010 tersebut, maka telah dilakukan
s di pendahuluan. Mengingat bahwa objek penelitian ini adalah pada peristilva yang
relah tedadi Q)ost faclut t), maka studi yang dilakukan adalah studi dokurtenter
berdasarkan dokumentasi yang menjadi arsip KPU Gowa dan KPU Sulsel. Selain itu,
pengalaman personal peneliti selama bekerja sebagai salah satu komisioner KpU
Gowa sejak tahun 2003-2010 menjadi salah satu piranti Hal ini sejalan dengan
p€ndangan Denzin dan Lincoln (2009: 4971 yang memasukkan metode pengalaman
pcrsonal sebagai salah satu metode pengumpulan data empiris dalam penelitian
kualitatif. Menurutnya, pengalarnan personal merefleksikan ide, gagasan, dan makna
pengalaman individu tertentu pada situasi kekinian. Jika pengalaman saling terkait,
maka memahaminya berfungsi sebagai sebuah rentetan kisah.
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2.6. Penelitian Terdahulu yang Releyan
Dari penelusuran dokumentasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya yang berfokus panda demokrasi dan pemilu, peneliti menemukan salah
satu penelitian yang relevan terkait dengan demokasi dan pemilu. Hasil penelitian
yang dalam pandangan peneliti cukup relevan dengan lokus demokatisasi
penyelenggara pemilu yang peneliti kaji adalah disertasi yang disusun oleh
Munandar (2011). Disertasi Munandar tersebut berjudul "Antara Jemaah dan Partai
Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik
Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disefiasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif
dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi pola
pengelompokkan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligrs menggambarkan
bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika intemal
PKS, khususnya pasca Pemilu 2004.
Sebuah hasil penelitian lainnya yang juga menarik dan relevan dengan
penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Huda (2011) yang berfokus pada
pelanggaran Pemilukada. Huda(2011) menuliskan hasil penelitiannya dengan judul
'Pola Pelanggamn Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. Dalam
penelitiamya tersebut, Huda menemukan bahwa Pola pelanggaran Pemilukada secara
langsung dan praktik MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami
perkembangan pesat.
Pemilihan umum sebagai objek kajian juga dilakukan oleh Hakim (2012)
dalam penelitiannya yang beriudul "Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di
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Indonesia pada Era Reformasi". Penelitian Hakim tersebut membahas mengenai
pembentukan perudang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan
focus pembahasan panda penyelenggara Pemilu, peserta p€milu, dan system
pemilihan panda era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan
kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan pelundang-undangan
yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peseria pemilu, dan system pemilihan.
Terdapat lima kesimpulan sebagai temuan dalam penelitian Hakim (2012), yaitu: l)
Politik hukum dalam pembentukan hukum te.ltait pemilihan umum belum berbasis
pada demokrasi dan perbaikan systenl melainkan lebih didasari pada kepentilgan
Partai politik belakaf 2) Terdapat metamorphosis penyelenggara Pemilu; 3)
Persyaratan peserta p9milu yang semakin ketat; 4) Sistem proporsional yang
berkembang; dan 5) Ambang batas yang berubah.
2.7. KerangkaKonseptual
Untuk mengkaji demohatisasi dan efeklivitas kinerja penyelenggara
Pemilukada Gowa tahu! 2010 maka digunakan gagasan dari Baxter (1997) yang
mengajukan tiga pmsyarat untuk memenuhi hiteria pemilu yang efektif dan
demokratis, yaitu idependensi, imparsial, dan kompetensi penyelenggara pemilu.
Indenpendensi bermakna bahwa komisi pemilihan [mum tidak terpengaruh atau
dipengamhi oleh kekuatan /tekuasaan politik, imparsial bermakna bahwa komisi
pemilihan umum melaksaoakan dan menerapkan hukum secara adil dan tidak
memihak atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, sedangkan kompetensi
BAB 3
TUJUAN DAN MANF'AAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bedujuan untuk: l) Menganalisis independensi I(PU Cowa
dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di
Gowa; 2) Menganalisis imparsialitas KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa; dan 3) Menganalisis
kompetensi KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah tahun 2010 di Gowa.
Manfaat penclitian ini dapat dipilah menjadi du4 yaitu (1) secara teoritik,
penelitian ini memberi informasi bagi ilmu administrasi publik dalam kajian evaluasi
kebijakan publik khususnya kebijakan yang mendukung pembangunan demokasi
rerkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daemh dan (2)
secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomenasi bagi
perbaikan kinerja KPU dan KPUD s€bagai penyelenggara Pemilu untuk dapat
melaksanakao Pemilukada yang lebih demokatis.
31. Urgensi (Keutamaal) Penelitiatr
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif kualitatif yang menjelaskan
fenomena, fakta empirik secara kompehensif, dan penjelasan/eksplanasi terhadap
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fakta yang melihat implementasi kebijakan Pemilukada yang dilaksanakan oleh
Penyelenggara Pemilu.
Penelitian ini sangat ugen dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut :
l. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kajian ilmu
administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan kebijakan demokrasi
dan kebijakan pemilu.
2. Sampai saat ini, jumlah studi tentang ahalisis kebijakan publik terkait Pemilu,
demokrasi, dan kebijakan politik masih sangat terbatas sehingga diperlukan
untuk mengkaji sebuah kebijakan dan implementasinya.
3- Implementasi kebijakan pemilu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan
regulasi Pemilu dan masih banyaknya tindakan oleh KPU/KIUD yang tidak
independen, impaniat, dan tidak profesional. Sehingga hasil penelitian ini
dapat menjadi rekomendasi penting untuk psnyempumaam sistem
pemildpemilukada.
Penelitian ini menjadi penopang utama dalam penyelesaian disertasi untuk
program doctoral dalam bidang Ilmu Administrasi Publik yang peneliti sedang
tekuni. Penelitian ini sangat dihampkan dapat menyelesaikan kendala teknis terkait
penyelesaian srudi doktoral peneliti.
Luaran dari penelitian disertasi doktor ini adalah: disertasi yang mendapatkan
persetujuan penbimbing dan publikasi ilrniah pada jrmal intemasional. Selain itu,
diharapkan pula agar hasil penelitian ini dapat disosialisasikan melalui seminar
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nasional yang membelikan kontribusi pemikiran baru bagi mahasiswa 
mengenat
ilmu Administrasi Publik dalam kajian demokasi
BAB 4
METODE PENOLITIAN
{.1. Jenis dan Pendekatan Penelitiatr
Penelitian dimaksudkan untuk menggali 
berbagai data seoa€ mendalam
mengenai demokatisasi penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah tahun 2010 Bedasarkan karakteristik 
penelitian te$ebut maka pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
€ksplanatif kualitatif'
Penelitian ini m€nggunakan pendekatan studi 
kasus (case study\' Fathoni
(2006: 99) menjelaskan bahwa studi kasus berati 
penelitian teftadap suatu kejadian
atau peristiwa yang mengandung masalah 
atau perkara' sehingga perlu ditelaah
kemudiandicarikancarapenanggulangannya'antaralainmelaluipenelitian.Kasus
dalampenelitiankualitatifdapatberupaindividu,program,institusi,ataukelompok
(Patton dalarn Ahmadi, 2005:35). Terkait dengan penelitian 
Pemilukada di Gowa
ini. sebagaimana digambarkan pada latar 
belakang bahwa Gowa merupakan salah
satu daerah penyelenggara pemilukada 
yang menghadapi gugatan hukum di MK'
SelaingugatanMK'masalahlainyangdihadapipenyelenggaraPemilukadadiGowa
adalah Sidang Dewan Kehormat'an KPU 
sebagai tindak lanjut gugatan dan laporan
masyarakat mengenai indikasi adanya 
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu'
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4.2. Lokrsi Penelitian
Penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip demokasi
ini s€cara mendalam diupayakan menemukan berbagai data mengenai demokrutisasi
penyel€nggaraan pemilihan kepala dae.ah dan wakil kepala daerah tahun 2010.
Irkasi penelitian adatah di kabupaten Gow4 dengan objeknya yaitu penyelenggara
Pemilukada 2010 yaitu KIU Gowa. Dengan objek penelitian KpU Gowa, maka
ditetapkan bahwa lokasi pengambilan data berfokus pada KpU Cow4 baik unsur
komisioner maupun sekr€tariat KPU Gowa para periode 2008-2013., Lembaga
penyelenggara ini beralamat di Jl.A.Mallombassang No.69 Sungguminasa,
Kabupaten Gowa.
43. Sumber Data
Terkait dengan kinerja kepemiluan, maka subjek penelitian ini adalah
lembaga yang merupakan penyelenggara pemilu. Lembaga dimaksud, yaitu KpU
Gowa dan struktur jajaran kerja yang ada pada tingkatan di bawahnya,. Lembaga
tersebut, yaitu:
a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cowa, yang merupakan penyelenggara
pemilukada 2010. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengorganisir,
merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan
pemilukada 2010 di kabupaten Gowa.
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b. Panitia Pemilihan Kecamatan @pK), sebagai penyelenggara di tingkat
kecamatan yang membantu KpU Gowa dalam memperlancar pelaksanaan
pemilukada Gowa 2010.
c. Panitia Pemungutan Suara (PpS), yang merupakan penyelenggara pemilukada di
tingkat desa atau kelumhan yang bertugas melaksanakan pemilukada
berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh KpU.
d. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KppS), yang befanggung jawab
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tempat
pemungutar suara (TPS).
Untuk memenuhi kecukupan dan keterpenuhan data dalam penelitian ini,
maka dilakukan pengumpulan dan komparasi data dai 12 (dua belas) orang
iJDfotma.l (informan), yang tediri dari:
l. I (satu) orang mantan ketua KpU Cowa periode 200g-2010.
2. I (satu) orang mantan ketua KpU Gowa periode 2003-2008,
3. I (satu) orang mantan Kasubag pada Seketariat KpU Gowa.
4. I (satu) orang mantan Anggota panwaslukada Gowa 2010 yang membidangi
Pelaporan dan Pengawasan pelanggaran pemilukada.
Masing-masing I (satu) orang mantan anggota ppK dan pps dari 2 kecamatan.
2 (dua) orang dari mantan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Representasi tim pemenang terdiri dari I orang tim
pemenang dari pasangan calon yang diusung oleh partai polilik dan I orang tim




7. I (satu) orang akrivis LSM peserta seleksi KpU tahun 2008.
8. I (satu) omng tokoh masyarakat kabupateri Crowa.
4.4. Fohs Masdah perclitiatr drn Deskripsi Fokus
Fokus Independen
a) Bebas 
,dari campur tangan keluasaan pemerintah/elit politik dalam
pembettukannya
b) Tidak terlibat d€ngar parrai lrolitik onpartisar
c) Memiliki struktur yang be{enjang/ada di setiap tingkatan
d) Keaoggotaannya terbuka pada keragaman latar belakang pekerjaan @NS
Depdag.i, Akademisi, dll)
Fokus Imparsiat
a) Menerapkan hukum dan aturan penilukada secam adil dan memta kepada
pes€rta pemilukada dan konstituen pemilukada
b) Memperlakukan pes€rta pemilukada dan masyarakat setara dan tidak berpihak
kepada unsw atau golongan tertentu
Fokus Kompetensi
s) Terlaksananya pelatihan-pelatihat teknis bagi penyelelggara pemilukada
2a
Adanya informasi bagi publik mengenai tahapan pemilukada dan sistem
pemilukada
Tersedianya pendidikan pemilih terkait toknis pemilukada yang ditujukan
kepada masyarakat sebagai pemilih
Secara berkala dilakukan pelaporan mengenai tahapan pemilukada
4.5, Instrumen Penjariog Data
Instrumed kunci dalam penelirian ini adalah peneliti sendiri. Berdasarkan
rumusan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka instrument penjaring data
ditentukan dengan menetapkan acuan waw.lncara terbuka dan kisi-kisi untuk
pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Alat-alat yang digunakan untuk
menjaring data adalah alat perekarn (tape rccorder), catata\, dan kamgra untuk
pengambilan foto.
4.6. Teknik Petrjaritrgar dan petrgabsahar Data
Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka dalam pengumpulan data dan







Peneliti telah bekerja pada kantor KpU Gowa sejak tahun 2003_2010, Keterlibatan
sebagai anggota KpU Gowa selama tujuh tahun teNebut, menjadikan peneliti telah
menjalani, mengaahui, dan memahami fokus penelitian dengan baik. peneliti
dapat secara terbuka memaparkan permasarahan dan peristiwa khusus tefkait
Pemilukada Gowa tahun 2010 yang dapat mengarah pada autocritic tfrhadap
lembaga penyelenggara di kabupaten.
Disadari oleh peneliti bahwa observasi dalarn pengertian pengamatan dengan
pencatatan langsung (on the spot) atas peristiwa penelitian tidak munSkin ragi
dilakukan karena pemilukada di Gowa telah selesai. Untuk membantu peneliti,
maka akurasi dan kerengkapan arsip-arsip dan dokumentasi pemilukada Gowa
tahun 2010 yang masih terjaga dengan baib sehingga masih dapat dilalq*an
pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.
2. Pengalaman personal
Peneliti seca.a personal memiliki pengalaman beke4a selama 7 (tujuh) tahun
pada lembaga yang menjadi objek penelitian. selama 7 tahun tersebur peneriti
menduduki jababn Ketua Divisi Sosialisasi Informasi dan pendidikan pemilih
(sejak tahun 2003-200g) dan seranjutnya menjabat sebagai Kepara Divisi reknis
Penyelenggaraan Pemilu (tahun 2003-2010). Hal ini sejalan dengan pandangan
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Denzin dan Lincoln (2009t 49'1) yang memasukkan metode pengalaman personal
sebagai salah satu metode pengumpulan data empiris dalam p€nelitian kualitatif.
Menurutnya, pengalaman personal m€refleksikan ide, gagasan, dan makna
pengalaman individu tertentu pada situasi kekinian. Jika pengalaman saling
terkait, maka memahaminya berfungsi sebagai sebuah rentetan kisah.
3, Warvancara
Metode wawancara mendalall:' (indepth interview) digu]€lkai dalam penelitian
ini. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu mengenai: Tata cara teknis
penyelenggaraan yang disusun KPU Gowa melalui berbagai regulasi pemilukada;
Mekanisme sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan selama pelaksanaan
pemilukada; Tata cara pe.€krutan tenaga pelaksana dan penyelenggara peilukada
mulai dari tingkat kecamalan, desa&elurahan, dan TpS; Langkah-langkah
antisipatif yang dilakukan KPU Gowa ketika terjadi permasalahan teknis dalam
penyelenggaraan pemilukada; Sistem koodinasi, pengawasan, dad pemantauan
penyelenggaraan pemilukada; dan Dukungan pemerintah terhadap
penyelenggaraan pemilukada.
Alat bantu atau perlengkapan wawancaxa yang digunakan ydtr tape




Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini berupa pengumpulan data
dokument€r, bahan-bahan visual, dan penelusuran data on line. Seoara delail
bahan dokumenter yang dijadikan sumber informasi terbagi beberapa macam,
yaitu: Surat-surat, buku-buku atau catatan harian, memorial; Klipping! Dokumen
dui stakeholder KPU Gowq baik dari kantor pemerintah maupun pihak swasta
yang melakukan kerja sama dengan KpU Gowa selama tahapan pemilukada; Data
disewet dan Jlashdisk: dat Dat^tercimpan dl web jite.
5. Focus Group Discussion (FGD)
FGD berlangsung dalam 2 (dua) sesi. Sesi pertama untuk memperoleh data
dan informasi mengenai regulasi pemilukada. Untuk mencapai tujuan FGD sesi
pertama ini, maka peserta berasal dari kelompok masyarakat yang terdidik. pada
sesi kedua diperoleh informasi mengenai teknis penyelenggaraan pemilukada,
sehingga peserta yang hadir adalah kelonpok masyamkat yang menjadi pemilih
pada Pemilukada 2010 di Gowa. peneliti menggunakan jasa LSM Baruga Cipt4
yaitu sebuah LSM di kabupaten cowa, yang telah cukup berpengalaman dalam
melakukan pendampingan di masyarakat dan menguasai teknik pelaksanaan FGD.
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD adalah pam stakeholder
Pemilukad4 meliputi: Unsur KpU Gowa; ppK; mantan panwaslukada;
LSMNGO; tokoh masyarakat; akademisi/guru; pemilih pemula; masyarakat
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awam, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Segmentasi peserta FGD ini
ditindaklanjuti dalam dua kali kegiatan FGD.
4.7. Teknik Analisis Data
Mengacu pada tahapan yang disebutkan oleh Bungin (2007:144), maka
dalam penelitian ini dilakukan tahapan analisis sebagai bedkut:
. a- Data mengenai sikap independen, Imparsial, dan kompetensi sebagai
penyelenggam pemilukada diidentifikasi.
b. Selaojuhya identifikasi data tersebut dipilah berdasarkan kategori-
kategod data. Kategorisasi dib,rat berdasarkan deskipsi fokus yang telah
ditetapkan.
c. Kategorisasi data yang dibuat selanjutnya dit€lusuri dan dijelaskan
kategorisasinya. Misalnya data-data yang melatari sehingga
dikategorisasikan sebagai fokus independensi penyelenggara pemilu.
d. Setelah ditelusuri dan dijelaskan setiap kategori, maka dijelaskan
hubungan-hubungannya. Sebagai contoh, deskripsi struL:tur
penyelenggara pemilukada dihubungkan dengan deskripsi komposisi da.n
kialifi kasi keanggotaan.
e. Hubungan-hubungan dari setiap kategorisasi juga dilihat sejauh mana
dapat membangun atau menemukan teori, khususnya terkait prinsip
demokrasi dalam pelayanan pemilukada sebagai salah satu bentuk
implementasi kebijakan publik.
*rro.nifl",i"o"oro*
Beilhav (2002: ?8) menuliskan tentang Derrida dengan gagasan dekonstruksinya
yang menegaskan bahwa tidak ada teks yang dapat dipahami secara total tanpa
melibatkan signifikasi. Bahwa senantiasa ada sesuatu yang terabaikan, sebuah aspek
atau dimensi teks yang mengalami reduksi, terlewatkan, terberangus atau terdiamkan.
Gagasa! ini menyadarkan kita bahwa seharusnya kita tetap terbuka dan responsif
terhadap 'hal-hal yang lain' (othimess). Keseluruhan data dalam penelitian ini
bersumber dari teks-teks yang dikemukakan oleh para informan dan peserta FGD,
juga ditunjang oleh sejumlah dokumen pemilukada. Sebagai upaya merangkai dan
mensistematisasi data-data yang diperoleh, maka data dalam pembahasan ini
dikaitkan dengan teori-teori tertentu.
Berdasarkan tiga fokus yang dikaji dengan pendalaman gagasan yang
dikemukakan oleh Baxter (1997), maka pembahasan penelitian ini pun terkategorisasi
berdasarkan ketiga fokus penelitian, yaitu independensi, imparsialilas, dan
kompetensi.
5.1. PeDer.apatrPrirsiplndependensi dalampeayelenggaraanpemilihan
Kepala Daerah dan Wakil K€pala Da€rah Gowa Tahun 2010
Fokus independensi KPU Gowa sebagai penyelenggara pemilukada di
kabupaten cowa pada tahun 2010, terdiri dari empat indikator, yaitu: l) Bebas dari
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campur tangan kel:uasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukaonya; 2) Tidak
terlibat dengan partai politikNonpartisan; 3) Memiliki struktur yang berjenjang/ada
di setiap tingkatan; dan 4) Keanggotaannya terbuka pada keragaman ratar berakang
pekerjaan (PNS Depdagri, Akadernisi, dan jenis pekerjaan lainnya). Keempar
indikator tersebut dilihat penerapannya pada tingkatan seleksi KpU Gowa, KpU dan
Seketariat KpU Gowa, ppK, ppS, dan KppS. Sebagai pengantar pemahaman awal
mengenai temuan terkait peneBpan prinsip independensi dalam penyelenggaraan
pemilukada tahun 2010 dikabupaten Gow4 dapat dilihatpada Tabel 5.
Tabel l. Matriks penerapar pr.insip Independensi
Pemilukada 2010 Oleh KpU Gowa
, 
,.IKATOR
L :ari canpurbr lekuasaan
F--r3ll./etit potitilb
hrLkannya








Tim6el: (pasat 4 pKpU 1J2007)
. Timsel dominan terdli dari akademisi.
Kornposisi tirFel: 4 akadembi, 1 tokoh
masyalakal
. Tims€l: dibentuk tidak menenuhi
keterwakihn unsur. Fakta bahwa tidak
ada satupun tnset yang bera5al dad
unsur ptofesional. Juga tjdak
mercpresentasikan ketenlakilan
percmpuan.
. Timsel yang diajukan oleh DPRD Go,,,ia
tkiak djlakukan metatui sidang paripuma,
melainkan hngsung menjadi kewenangan
pimpinan DPRD.
KPU Gowa:
. Terdapat calon 10 besar KpU Gowa yang
Timsel:
' Eelum sepenuhnya bebas dari camour
tangan elit pemedntah dan etit Doiilik
karena masih tedapaurya iuasa
peNona (persona/ pou€r) oleh elitpemerintah dan kecenderunoan
tindakan loneksi potitik (polAicai
connedion)
KPU Gowa:
' Belum terbebas dari campur tangan elit
pemerintah n elit polilik karena masih
terdapatnya kuasa persona (persona/powel ohh elit pemsrinih 6al
kecenderungan tindakan koneksi DoliUk(political connedkn) dalam oenentuan
10 besar calon angsota KirU Gowa
dan penetapan S anggola KpU Gol/'/a
pe.iode 2008-2013
36
tercatat sebagai lvarga Jeneponto.
Terdapat calon 10 besar KPU Gowa yang
masih menduduki jabatan struKural pada
Diknas Gowa.
PPK, PPS, dar KPPS
' Pendaftar calon PPK yang berstatus PNS
harus rlrempemleh surat izin dariatasan.
. Camat lidak mengirimkan nama calon
PPK minimal 2 kali dari yang dibutuhkan
{2x5 orang = 10 orang)
PPK, PPS, dan KPPS:
. Belum terbebas dari campur tsngan
kekuasaan pernerintah lokal yaitu
Camat, Lurah/Kepala Desa, dan k€pala
dusun/RT/RW.
[y'asih adanya campur hngan kekuasaan
pemedntah maupun elit politik dalam
pembentukan timsel, KPU, PPK, PPS, dan
KPPS menunjukkan bahwa aspek
pembentukan penyebnggara pemilukada













. 5 timsel KPtJ Gowa penbde 2008,
seluruhnya adalah nonpartisan
KPU Gowa:
. Tkiak terdapat 1 orang pun dad
penentuan 10 besar calon anggota KPU
Gowa dan penetapan 5 anggota KPU
Gowa periode 2008-2013 yang
merupakan partisan parpol.
PPK PPS, dan KPPS
' Tidak terdapat 1 orang pun dad seleksi
PPK, penentuan PPS, dan KPPS yang
merupakan partsan parpol.
. Seluruh unsur penyelenggara
pemilukada Gowa tahun 2010 tidak
teriibal dengan padal politik Dapat
dikatakan bahwa tidak ada satupun
penyele,rggara pemilukada Gowa
2010yang partisan.
Penerapan asp€k nonpartisan di seluruh
tingkatan penyelenggara dan pelaksana
pemilukada Gowa 2010 menunjukkan
bah',ra pada aspek ini penerapan prinsip









r 5 orang anggota di 18 kecamatan telah
te$entuk sejak bulan Januari 2010,
. PPK telah melakukan pemilihan ketua
PPK pada akhir bulan Januari2010.
. Sekretaris PPK ditetapkan o,eh Bupat
Gowa pada bulan JanuariAl0.
. KPU Gowa rnenetapkan masing-masing 3
. Tertentuknya PPK, PPS, dan KPPS
rnenunjukkan bahwa telah ada sbuktur
yang berjenjang disetiap tingkatan.
Terbentuknya struKur penyelenggara dan
pelaksana pemilukada Gowa 20'10 di
seluruh tingkatan berdasa*an jangka
waktu pembentukan sebagaimana yang




































orang PPS masingmasing di 167
desa/kelurahan 6ejak bulan Januari 2010.
KPPS
r KPPS dibentuk pada bulan Mei 2010.
Keanggotaannya sebanyak 7 orang di
masing-masing TPS yang tersebar di995
TPS.
. Telah teFedia 2 orang petugas
pengarnanan di995 TPS
SEKRETARIAT
. KPU dAn PPK telah dilengkapi dengan
keberadaan Sekretadat yang dipimpin
oleh Sekretaris
. Sel.retaris KPu Gowa dan Sekretaris
PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati
Gowa
bahwa aspek ini telah dilaksanakan
dengan baik.
Pembentukan struKur berjenjang ters€but
dengan kewenangan rnasing-masing
menunjukkan bahwa prinsip independensi
telah terlaksana dengan baik.
r Adanya struKw bedenjang antara
Sekrctais KPU Gowa dengan
Sekretaris PPK.
Penetapan Sekretaris KPU Gowa dan
PPK dilakukan sangal formalistik. Tujuan
pembentukannya tercapai, namun proses
yang dilakukan untuk penetapannya tklak
rnengedepankan priosip transparansi dan
akunhbilitas. Penetapannya tidak
mempertirnbangkan ekomendasi















Komposisi calon anggota KPU Go\,/a 2008
terdiri da akademisi, tokoh masyarakat,
LSI'4/Ornop, wiraswasta, dan pengacara.
PPK:
Komposisi calon anggota PPK pemilukada
2010 berasal dari unsur gun PNS, tokoh
masyarakat, aKivis pemuda, dan LSIV.
PPS dan KPPS:
Lebih dominan komposisinya berasal dari
tokoh masya.akat dan aKivis pemuda.
KPU dar PPK telah merepreseniasi
keterwakilan 300/0 perernpuan, sedangkan
PPS dan KPPS belurn sepenuhnya dapat
memenuhi 30% karena terbatasnya sumber
daya manusia.
Komposisi keanggotaan calon diKPU
Gowa PPK PPS, dan KPPS pemilukada
Gowa 2010 telah merepresentasikan
keragaman latar belakang peke.jaan dan
jugatelah ada upayayang signifikan untuk
memberlakukan keterwakilan 30%
perempuan pada tingkatan KPUD dan
PPK.
Upaya pada aspek ioi rnenunjukkan
irdepensi yang telah dilaksanakan dengan
baik.
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Berikut ini temuan dan pembahasan dari setiap indikator dimaksud pada
:.nerapannya sejak pembentukan tim seleksi KPU Gowa, pembentukan dan
-netapan KPU Gorva periode 2008-2013, PPK, dan PPS hingga pembentukan KPPS
-rdasarkan 4 indikator independensi.
Temuan dan pembahasan mengenai campur tangan kekuasaan pgmerintah/elit
:olitik dalam pembentukan penyelenggara pemilukada kabupaten Gowa tahun 2010
:enunjukkan masih adanya campur tangan kekuasaan pemerintah maupun elit
:olitik dalam pembentukan timsel, KPU, PPK PPS, dan KPPS menunjukl<an bahwa
bTek pembentukan penyelenggara pemilukada Gowa tahun 2010 belum sepenuhnya
.:rdependen.
Pada pembentukan timsel belum sepenuhnya bebas dari campur tangan elit
cemerintah dan elit politik karcna masih terdapatnya kuasa persona Q)ersokal pou,er)
oleh elit pemerintah dan kecendemngan tindakan koneksi politik Q)otittcal
cok ection). Demikian pula untuk pembentukan KPU Gowa juga belum terbebas
dari campu. tangan elit pemerintah dan n elit politik karena masih terdapatnya kuasa
petsona Qrrsonal lnwer) oleh elit pemerintah dal kecenderungan tindakan koneksi
politik (political conneclion) dalam penentuan 10 besar calon anggota KpU Cowa
dan penetapan 5 anggota KPU cowa periode 2008-2013, Sedangkan pada
pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum terbebas dari campur tangan kekuasaan
pemerintah lokal yaitu Camat, Lurah/Kepala Desa dengan kecenderungan pola yang
sama dengan yang terjadi pada pembentukan KPU Gowa.
BAB 6
RENCANA TAHAPAN BERIKUTI{YA
setelah penelitian disertasi doktor dengan judul Demokatisasi dan
Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa oleh
Komisi Pemilihan Umum Daerah ini selesai, maka peneliri berencana untuk
melakukan penelitian mengenai impldmentasi keblakan pemilu dan pemilukada
lainnya. Dari temuan dan haril diskusi dengan beberapa stakeholder' ditemnka'r.
beberapa permasalahan yang dapat menjadi permasalahan penelitian dalam kajian
demokasi dan llmu Adminishasi Publik.
Salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah yang terkait dengan
keberadaan pengawas pemilu (Pao as) yang dalam beberapa kasus tampaknya tidak
berperan sebagaimana yarlg ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
pemilu/pemilukada. Syafian Sofuan, tenaga profesional bidang politik L€mhanas
menulis sebuah artikel mengenai permasalahan dan solusi pemilukada,
mengindenlifikasi beberapa pemasalahan pemilukada termasuk keterbatasan peran
Panwas. Beberapa permasalahan yarg berkaitan dengan ketidakoptimalan peran
Panwas, yaitu:
l. Kontrcl Panwas untuk akurasi data pemilih tidak maksimal
2. Keterbatasan anggota Panwas mengontrol hasil penghitungan suara
3. Keberpihakal anggota Panwas kepada salah satu pasangan calon
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4. Anggota Panwas menjadi pembela bagi pasangan yang kalah
Berdasarkan identifikasi tersebut dan dari penelusuran terkait penelitian-
penelitian dalam lingkup penggabungan antara llmu Administrasi Publik dan kajian
keilmuan lainnya yang belum dilaksanakan secara optimal' maka peneliti memandang
bahwa penelitian-penelitian dalam lingkup kebijakan pemilu dan implementasinya,
merupakan sebuah ruang penjelajahan yang menarik.
Peneliti berharap bah\ta selain penelitian implementasi keblakan pemilu
dalam ranah penyelenggara pemilu dan pemilukada, sesungguhnya setiap indikator
dalam penelitian hibah disertasi doktor ini dapat dikembangkan menjadi sebuah
penelitian lanjutan. Indikator independensi, imparsialitas, dan kompetensi
penyelenggara pemilu dapat dikembangkan masing-masing menjadi sebuah penelitian
yang terpisah. Sebagai contoh adalah rencana peneliti untuk mendalami mekanisme
pembentukan lembaga penyelenggara yang independen. Penelitian serupa ini
diharapkan dapat menemukao model yang dapat menjadi patron ditemukan sebuah





Berdasarkan analisis data datl pembahasan yang dilakukan, maka peneliti
menarik kesimpulan berikut ini:
l. Penerapan pdnsip independensi' penyelenggaraan pemilukada kabupaten
Gowa tahun 2010 belum dilaksanakan dengan baik. Ketidakindependenan
penyelenggara pemilukada lersebut ditemukan berupa koneksi politik
Q)olitical connection): Kvasa pefiona Q)ersonal power), dan Taktik kekuasaan
(p ow e r t q c ti c) Jalam aspek:
a. Adanya campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam
pembenhrkan penyelenggara pemilu berupa tindakan koneksi politik
Q)olitical connection) dan penggunaan kuasa pe$ona Qxrsonal power').
Campur tangan ters€but berupa intervensi pemerintah kabupaten dalam
men) rsun tim seleksi KPU Gowa periode 2003-2008; peranan camat dan
kepala desa/lurah dalam mengajukan nama-nama anggota PPK, PPS, dan
KPPS.
b. Keterbebasan dari partai politik (nonpartisan) telah diterapkan dalam
penetapan tim seleksi KPU Gowa hingga penetapan keanggotaan KPU
Gowa, PPK, PPs, dan KPPS. Tidak ditemukan data keterlibatan
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penyelenggara pemilukada Gowa 2010 sebagai anggola palpol. Data yang
ditemukan hanyalah keterlibatan pps dalam kampanye tim pemenang
salah satu pasangan calon, sehingga KpU Gowa melahrkan
pemberhentian keanggotaan terhadap pps dimaksud.
c. Secara terstuktur dan berjer{ang KpU Gowa membentuk ppK di
kecamatan dan pps di tingkat desa/kelurahan. pembentukan ppK, pps,
dan KppS lebih menga::rh pada foming coalitins and alliances oleh
pernedntah setempat. Dalam regurasi pemilukad4 Secara tegas telah
diatur mengenai kewajiban ppK dan pps untuk berkoordinasi dengan
KPU Gowa, Namun dalarn pelaksanaanny4 ppK dan pps se.ingkali
lebih mengedepaokan koordinasi dengan camat dan kepala desaflurah.
Pada tingkatan ppK dan ppS, intervensi pemerintah setempat menjadi
semakio kuat dengan adanya keteigantungan ppK dan pps dalam
memanfaatkan sarana berupa gedung kantor dan fasilitas di dalamya.
d' Keanggotaan penyerenggara pemiru terbuka pada latar berakang pekerjaan
dan unsur masyarakat, kecuali bagi individu yang terlibat sebagai anggota
partai politik. Namun dalam pengajuan pencalonan di tingkat ppK, pps,




imparsialitas penyelenggaraan pemilukada kabupaten
yaitu cara KpU Gowa melaksanakan dan menerapkan
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hukum secara adil dan tidak memihak atau menguntungkan salah satu pesertra
pemilu belum dijalankan sebagaimana yang diatur dalam r€gulasi pemilukada.
Permasalahan yang memicu terjadinya parsialitas penyelenggaraan dan
penyelenggaraan pemilukada Gowa tahun 201 0 adalah:
a. Inkonsistensi antara PKPU dengan UU pemerintahan Daerah
b. Disharmoni antara konsideran-konsideran dalam pasal-pasal pI(pU
Inkonsistensi dan disharmonisasi konsideran terutama terjadi pada tahapan
penetapan daftar pemilih; pendafiaran dan penetapan calon kepala
daerahy'wakil kepala daerah; kampanye; penghitungan suara; dan penetapan
pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan
pelantikan.
3. Pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi professional oleh KpUD Gowa
dalam penyelenggaraan pemilukada belum optimal dalam menjalankan
prinsip profesionalisme yaog baik. Ketidakprofesionalan peny€lenggaraal
pemilukada kabupaten Gowa tahun 2010 ditemukan pada aspek-aspek:
a. Pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh KpU Gowa lebih mengedepankan
kuantitas dengan diberlakukannya pola pelaksanaan pelatihan secara
kolektif di tingkat kabupaten. Demikian pula dengan booklet pelatihan_
pelatihan teknis bagi penyelenggara pernilukada yang disiapkan KpU
Gowa tidak secara detail dapat dijadikan panduan teknis bagi ppK, pps,
dan KPPS. Standa. operasional dalam bentuk buku panduan p€milukada
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disusun tanpa menyandingkan dengan juklak dan juknis pemilukada,
sehingga terjadi inefisiensi dalam penerbitan surat edaran.
b. Akunrabilitas informasi publik masih diabaikan dalam seluruh tahapan
pemilukada 2010. KpU Gowa belum memiliki kesadaran bahwa
pemberian inforrnasi kepada publik merupakan tanggung jawab
penyelenggara, sehingga tidak terdapat mekanisme penyajian informasi
bagi publik dalam penyelenggaraan pemilukada Gowa 2010.
c. Pendidikan pemilih tidak dinncang sesuai dengan klasifikasi pemilih.
Tema kuci sosialisasi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi
pemilih, dilaksanakan oleh KpU Gowa dalam 2 tahap sosialisasi. Namun
demikian, masih ditemukan tidak dilakukannya sinresis dari pK_pU
65/2009 ke dalam SK pokja yang bersifat teknis. KpU Gowa melakukao
ikhtisar terbadap pKpU tersebut.
d. Tidak dilakukannya pelaporan secara b€rkala mengenai tahapan
pemilukada. Hal ini tedadi karena tidak dilaksanakannya fungsi
opemsional manajemen sumber daya manusia dalam lembaga
penyelenggam pemilukada di Gowa.
7.2. Saratr dan Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan dan rumusan kesimpulan yang dikemukakan
sebelumnya, peoulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
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l. Regulasi terkait pemilu dan pemilukada seharusnya diancang melalui
evaluasi yang menyeluruh. Perlu dilakukan supervisi yang menyeluruh
terhadap penlusunan peratuan-penturan KPU sehingga tidak terjadi lagi
inkonsistensi dan disharmoni dalam konsideran-konsiderannya.
Mekanisme pembentukan tim seleksi KPU di tingkat kabupaten/kota
sebaiknya tidak lagi menggunakan mekanisme penetapan oleh KPU yang
berada satu tingkal di atasnya dan bupatTwalikota sebagaimana yang
berfangsung sejak tahun 2003-2OlO- Se'baiknya dipedimbangkan untuk
melakukan mgkanisme pembentukan tim seleksi oleh KPU dengan
mekanisme seleksi terbuka (oryn recruiternenl) yang prosesnya juga
dilaksanakan oleh KPU yang berada satu tingkat di atasnya.
Seketaris KPU kabupaten^ota seharusnya menjadi posisi yang pengisian
jabatannya bukan ditetapkan oleh bupati/walikota, sehingga tidak
menimbulkan intervensi dan penggrmaan kewenangan yang berlebihan dari
pihak pemerintah daemh. Di sisi lain, mekanisme penetapatr Sekretaris KPU
kabupaten/kota oleh bupati/walikota jLrga dapat menimbulkan kesan hutang
budi dari oknum yang terpilih menjadi seketaris. Dampak laianya adalah
oknum seketaris akan memandang bahwa atasannya adalah
gubemur/bupati/walikota dan bukan KP U provinsi/kabuparen/kota seh ingga
dapat terjadi penolakan alau pembangkangan terhadap hasil pleno l(PU
kabupaten/kota oleh Seketaris KPU kabupater/kota.
3.
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4. Seluruh regulasi pemilukada harus dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas
yang mengikat bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, baik sanksi
administratifmaupun sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
eGkjera bagi oknum penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.
5, Dalam penganggaran untuk pemilukada, sebaiknya ditetapkan standar dengan
menggunakan rasio pemilih sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok
antaia penyelenggaraan pemilukada satu kabupaten/kota dengan
kdbupaten/kota lainnya. Standar ini harus diatur dalam sebuah regulasi yang
memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga bersifat tetap dan mengikat
bagi KPU kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota dalam menwsun
anggaran pernilukada.
6. Akuntabilitas dan transparansi harus dikedepankan oleh penyelenggara pemilu
di setiap tingkatan dalam melaporkan setiap tahapan kegiatan pemilukada.
Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan masyarakat
sebagai konstituen dapat berpatisipasi aktif untuk memoritoring dan
mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemilukada. Mekanisme penetapan
standar akses publik terhadap informasi pemilukada harus disusun oleh KpU
sebagai acuan pelaksanaan.
7. Pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu harus terus ditingkatkan,
bukan saja terkait pemaharnan hukum dan peraturan pemilukada, namun juga
terkail pemahaman teknis lainnya seperti pelatihan manajemen; keaNipan;
pengadaan barang dan logistik; penggunaan telolologi informasi dan
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komunikasi; pengelolaan keuangan; penJrusunan laporan kineda iDstansi
pemerintah (LAKIP)I kepemimphan dan teori organisasi; retorika; dan
resolusi konflik. pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan uotuk
membekali K?U di semua tingkalan dan jajarannya dapat rnemahami berbagai
persoalan di luar hal-hal teknis kepemiluan. Banyaknya persoalan telois
maupun nonteknis yang tedadi pascapemilukada seharusnya dapat diantisipasi
dengan meningkatkan SDM KpU melalui diklat yang dilal:ukan oleh
lembaga-lembaga profesional, Bahkan jika memulgkinkan, setelah
menempuh diklat tersebut, peserta dari KpU dan jajarannya dapat diberikan
sertifikat sebagai tanda profesionalisme di bidangnya-
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' Pustil Pehuda dan otah Rasa
a Puslii Budaya dan Senj Etrfk Sulawesi
rada hari ini Senin tanggal Dua puluh
/ang b€rtanda tangan di bawah ini:
1 Prof. Dr H. Jufri, M.Pd
--..-. 
._SURAT PERJANJIAN PELAKSANMNPENELITIAN DISERTASI DOKTOR PENDANAAN BOPTN
TAHUN ANGGARAN 2OI3
NOMOR : 280lUNg6.9tpU2O1A
bulan Mei tahun Dua ribu tiga betas, kami
:Sebagai Ketua Lembaga penetrtian
universitas Negeri Makassar yang
berkedudukan di Makassar dalam haltni bertindak untuk dan atas namaKetua Lembaga penelitjan Universitas
Negeri, Juakassar, untuk selanjutnya
disebut ptHAK PERTAMA.
: Dosen FIS Universitas NegeriMakassar dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama tim peneliti
sepeft. terc€ntum dalam proposalpenelitian selaku Ketua pelaksana
Henetrtian selanjutnya disebut pIHAK
KEDUA
4HAK PERTAMA dan plHAK KEDUA 
. .secara bersama_sama bersepakatnensikarkan diri datam suatu perienjian petaksanain p,j"!iii",iTiJ"#li o.tt",)endanaan Bantuan Operasionat 'perguruan Tinggi Neged (BOPTN) T.A. 2013
,engan ketentuan dan syarat_syarat yang a,atur oaliir paslip"lliL,i'i1t,,
Pasal 1
ltH-ft*P-ER_TITA memberi .tugas kepada ptHAK KEDUA, dan ptHAK KEDUArenenma tugas tersebut untuk metaksanakan penetitian denta;i;;;,- " "'
)emokntisasi &n Efeffiivitas Komisl pemilihan lJmum Kabupaten Gowa pada,emilihan Kepala Daenh dan Wakit Kepala Daemh
pasal 2
l) PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud padapasar 1 sebesar Rp.sj.50o.o0o,_ (risa. p4n i.tijiEitii"Etii""iii *panlsesuar 
. 
Surat Keputusan Rektor L.iniversitas N"g"ri '-Na"i;i*i- t{"rno.12e4tuN36tp.u2oj3 te'nssat 22 Mei 20i 3 vuns diE"i"ni ;i'-[#c" orp,{
univ€rsitas Negeri Makassar Nomor: ozs.u.z.4tsizzjioj;,'i"igg"t-fb1"".n",
2012.
2 Risma Niswaty, s.s., M.si
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengorganisir dan memfasiliiasi:
a) Seminar Penelitian.
b) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal perguruan Tinggi sesuai fungsi danperan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar. --
Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA berkewajjban. untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasilPenelitian yang dilakukan untuk memperoleh paien dan/atau -pubikasi ilmiah
untuk judul Peneljtian sebagaimana dimaksud pasal 1.
(2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (.i) dimanfaatkan sebesar_Desarnya unuft pelaksanaan tridharma perguruan tjnggi.
(3) llllltG_99+ berkewajiban untuk metaporkan perkembangan perotehan patenoan/arau Dubtrkasr rJmrah scoerti yang dimaksud pada ayat (.1) secara berkalakepada piHAK pERrnue pioa s5iili jihi;i;h",iAfts"';;'u5r;aran. -- - -
(4) PIHAK{EDUA berkewajiban. untuk:
a) Menghasilkan disertasi (draf disertasi) yang tejah disetujui pembimbing;
b) Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional;
c) Menghasilkan teknotogi tepal guna, HKt, buku ajar, model, atau rekayasa
sosial sebagai luaran tambahan;
d) Mengikuti seminar penelitian;
e) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian
Penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan hirian secara rutin terhjtung sejak
. penandatanganan perjanjian penelitian secara online di SIM-LITABMAd;
0 Menyiapkan bahan pemantauan oteh penilai internal metalui SIM_LITABMAS
dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan bulanan;
g) Mengunggah ke S'M-LITABMAS softcopy laponn tahunan atau laporan akhiryang telah disahkan Lembaga penelitian dalam format pdf (ukuran fle
maksimum 5 MB), berikut softcopy luaran penelitian atau dokumen bukti
luaran;
h) Menyerahkan h ardcopy Lapotan Kemajuan dan Laporan Lengkap peneljtian;
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengorganisjr dan memiasilitasi:
a) Seminar Penelitian.
b) Monitoring.dan Evaluasi (Mon€v) lnternat perguruan Tinggi sesuai fungsi danperan Lembaga penelitian Universitas Negeri Makassar. --
Pasal 4
(1) PIHAK J(EDUA berkewajiban untuk menindaktanjuti dan mengupayakan hasilrenerman yang ditakukan untuk memperoleh paten dan/atau -puUtitasi ltmiatr
untuk judul Penelitian sebagaimana dimiksud p;sal 1.
(2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besamya untuk pelaksanaan tridharma pergurui; tirigili.
(3) PlHlf KED!1A berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perotehan patendanlatau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayai (1) secara berkalakepada ptHAK pERTAMA p;da $tiap atnir rinurianlgJr* b6rr;r"n.
(4) PIHAK KEDUA berkewaiiban untuk:
a) Menghasilkan disertaji (draf disertasi) yang telah disetujui pembimbing;
b) Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional;
d) Mengikuti seminar peneiitian;
e) llencatat s€mua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Ha.ian
. 
Penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan hirtan secara rutin ierhitung sejak
' penandatanganan per.ianjian penelitian secara onllne di SIM_LITABMAS;
0 Menyiapkan bahan pemantauan oleh penitai internal metalui S|M_L|TABMAS
dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan bulanani
g) Mengunggah ke SIM-LITABMAS softcopy lapo'an tahunan atau laporan akhiryang telah disahkan Lembaga peneljtian dalam format pdf (ukuran f/e
maksimum 5 MB), berikut softcopy luaran penelitian atau dokumeo bukti
luaran;
h) Menyerahkan hadcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Lengkap penelitian;
c) Menghasilkan teknologi tepat guna, HKl,
sosial sebagai luaran tambahan.
buku ajar, model, atau rekayasa















('1) Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan (Mei s,d. Desemb€r) dan berakhir
tanggal '10 Desember 2013, lerhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat
perjanjian pelaksanaan;
(2) Apabila PIHAK KEDUA dengan suatu alasan tidak dapat menyelesaikan
peiaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEIIUA wajib menunjuk pengganti
ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim:
(3) Apabila batas waktu habisnya penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan
hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebesar 196 (satu permil) setiap hari ketedambatan sampai
setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan
penelitian, terhitung dari tanggal jatuh lempo yang telah ditetapkan sampai
dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian;
(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai
batas waktu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja ini dalam akhir tahun
anggaran yang sedang berjalan dan batas waktu proses pencairan biayanya
telah berakhir, maka seluruh biaya yang bersangkutan yang belum sempal
dicairkan, dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);
(5) Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga luaran yang
dianjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak terpenuhi
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin bahwa penelitian dengan judul
sebagaimana disebut pada pasal 1 bukan plagiat atau duplikasi penelitian- Jika
ternyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi penelitian,
maka PIHAK KEDUA bersedia dibatalkan penelitiannya oleh PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan semua dana yang diterima ke
Kas Negara;
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebaqaimana dimaksud
daiam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas
Negara.
Pasal 7
(1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan hardcopy laporan hasil penelitian sebanyak
8 (delapan) eksemplar dan 1 (satu) buah "soft copy''.
zporan hasil penelitian dglam bentuk "hard copy,, tersebul harus memenuhi
etentuan sebagaj berikut:
. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
. Warna sampul muka coklat.
. Dibawah bagian kulit ditutis:
Dibiayai oteh:
DIPA Univ,ersitas Negeri Makassar Nomor : 023.04.2.4 1522212012,
sesuaj Surat Keputusan Rektor Universitas tteged tvlakas;arNomor: 1294lUN36tpLt2?13, tanggat ZZ liei ZOii. -
iaftcopy laporan hasil penetilian s"e_b.9q?!nana tersebut pada ayat (2) harusiunggah ke Sl[,4-L|TABMAS oteh ptHAK-KEDUA.
'IHAK KEDtIA juga diharuskan untuk menginmkan t (satu) eksemptar taporan
asil penelitian "hard copy' tangsung kepadal
. Perpustakaan Nasional Republik lndonesa, Jln.salemba Raya 2gA, Jakarta10002:
Pult_D.okumentasi llmiah tndonesia (pDll) Upl, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;




yans.berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:l,embetran barang dan jasa ppN 10% pph 22 1 .So/"
Belanja honorarium pph pasal 21:
a. 5% b€gi yang memiliki NpWp untuk golongan l , dan 6% bagi yang idak
memiliki NPWP.
b. Untuk golongan tV sebesar 15%.
Dan.Pajak- Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh plitAli KEDU^ ke Kas Negara sesuaidengan ketentuan perafuran perundang-undangan yang bediiu. -- -
pasal 9
rk Kekayaan lnlelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian
isebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan peiuniang-undangan
ng berlaku.
t_L'], f "nrer.-1|l Penetitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli darjgratan p nelitian ini adalah mitik negara yang dapat difriUah-kan kepaOa
rmbaga lain melalui Surst Keterangan Hibah. -
Pasal 10
ala terjedi per€€lbihan antara PIHAK .DEPJAMA dan PIHAK KESUA dalarl
lG(Sanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah danIt-ilih pengadilan negeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara
'1!r!Ls/awarah.
.@al yallg trellm di?tirr dalam Ferjanjian lni diaiu!" kemudian oleh kedua belah
trai( secara musyawarah.
Pasal 11
terianiian Pelaksanaan Penelilian Disertasi Doktor Pendanaan BOPTN T-A.
-- r, dibuat rangkap 3 {tiga), dua diantaranya bermalerai cukup sesuai dengan
:-En yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA
, M.Pd
1 198503 1 016
Risma Niswaty, S.S., M.Si
NrP. 19720126 200312 2 004
unandar, M.Pd
198702 1 001
' rl:'
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